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ABSTRACT 
This study aims to conduct a comparative benchmarking analysis of the halal industry operational frameworks 
in Indonesia and Malaysia. The primary focus is to identify best practices, regulatory gaps, and strategic 
opportunities for collaboration to strengthen the halal ecosystem in the ASEAN region. Employing a 
descriptive qualitative approach through a systematic literature review, this research collects and synthesizes 
data from academic articles, official policy documents, and industry reports. The analysis utilizes 
a comparative benchmarking framework to evaluate key dimensions such as institutional governance, 
certification mechanisms, infrastructure development, and market strategies in both countries. The findings 
reveal that while Indonesia possesses a vast domestic market and natural resource advantages, it faces 
challenges in bureaucratic complexity and low halal literacy among small and medium enterprises. In contrast, 
Malaysia demonstrates institutional excellence through JAKIM’s centralized certification system and an 
integrated halal supply chain, yet struggles with product diversification and international standard 
harmonization. The study concludes that benchmarking Malaysia’s institutional strengths can offer valuable 
insights for Indonesia to enhance its regulatory framework and competitiveness. Furthermore, strategic 
collaboration between the two nations holds significant potential to establish a synergistic ASEAN Halal Hub. 
This research contributes to evidence-based policy formulation and provides a foundation for future empirical 
studies. 

Keywords: Halal Industry, Benchmarking, Comparative Study, Systematic Literature Review.  
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis benchmarking komparatif terhadap kerangka operasional 
industri halal di Indonesia dan Malaysia. Fokus utama kajian adalah mengidentifikasi praktik unggulan (best 
practices), kesenjangan regulasi, serta peluang strategis kolaborasi untuk memperkuat ekosistem halal di 
kawasan ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur sistematis, 
penelitian ini mengumpulkan dan mensintesis data dari artikel ilmiah, dokumen kebijakan resmi, dan laporan 
industri. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka benchmarking komparatif untuk mengevaluasi 
dimensi-dimensi kunci seperti tata kelola kelembagaan, mekanisme sertifikasi, pengembangan infrastruktur, 
dan strategi pasar di kedua negara. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki 
keunggulan berupa pasar domestik yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, negara ini masih 
menghadapi tantangan dalam kompleksitas birokrasi dan rendahnya literasi halal di kalangan usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, Malaysia menunjukkan keunggulan kelembagaan melalui sistem 
sertifikasi terpusat JAKIM dan rantai pasok halal yang terintegrasi, meskipun masih bergulat dengan isu 
diversifikasi produk dan harmonisasi standar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melakukan 
benchmarking terhadap kekuatan kelembagaan Malaysia dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia 
untuk meningkatkan kerangka regulasi dan daya saingnya. Lebih lanjut, kolaborasi strategis antara kedua 
negara memiliki potensi besar untuk mewujudkan ASEAN Halal Hub yang sinergis. Studi ini berkontribusi 
pada perumusan kebijakan berbasis bukti dan menjadi landasan bagi penelitian empiris di masa depan. 

Keywords: Industri Halal, Benchmarking, Studi Komparatif, Tinjauan Literatur Sistematis. 
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Pendahuluan 

Industri halal global telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dua 

dekade terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen Muslim dan 

non-Muslim terhadap kualitas, keamanan, dan etika produk halal. Nilai pasar halal 

diproyeksikan mencapai USD 10 triliun pada tahun 2030, mencakup sektor 

makanan, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata (E Azam & Abdullah, 

2020,Febriandika et al., 2023). Fenomena ini menjadikan sertifikasi dan 

standardisasi halal sebagai instrumen kunci dalam mengakses pasar global serta 

membangun kepercayaan konsumen (Hamid et al., 2022; Nurrachmi, 2018). 

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (lebih 

dari 230 juta jiwa), memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar. Pemerintah 

Indonesia telah merespon dengan menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan membentuk Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai 

otoritas sertifikasi (Ibrahim et al., 2023; Najmi et al., 2023). Namun demikian, 

implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural.  

Kompleksitas birokrasi, rendahnya literasi halal di kalangan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM), serta inkonsistensi pengawasan mutu menjadi tantangan 

serius yang menghambat daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional 

(Irfany, 2022; Mubarok & Imam, 2020). 

Di sisi lain, Malaysia telah lama dikenal sebagai pelopor industri halal global. 

Melalui peran sentral Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang didirikan 

sejak 1970-an, Malaysia berhasil membangun sistem sertifikasi halal yang 

terstandarisasi, diakui secara internasional, dan terintegrasi dengan rantai pasok 

nasional (Hadi, 2023; Othman et al., 2016). Keberhasilan Malaysia tidak hanya 

terletak pada kelembagaan yang kuat, tetapi juga pada strategi promosi 

internasional, inovasi produk, serta kemitraan dengan negara-negara non-Muslim 

untuk memperluas pangsa pasar halal (Musthofa et al., 2023; Slamet et al., 2022a). 

Prestasi ini menjadikan Malaysia sebagai benchmark global dan mitra strategis 

potensial bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. 

Meskipun terdapat banyak studi yang membahas industri halal di Indonesia 

dan Malaysia secara terpisah, kajian komparatif yang sistematis mengenai 

ekosistem, regulasi, dan praktik terbaik di kedua negara masih sangat terbatas 

(Lubis & Syibromalisi, 2023; Nursita et al., 2024). Sebagian besar penelitian lebih 

berfokus pada deskripsi masing-masing negara tanpa melakukan analisis 

perbandingan mendalam yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan 

dan kelemahan secara obyektif. Akibatnya, peluang untuk saling belajar (cross-

learning) dan merumuskan kebijakan berbasis bukti menjadi belum optimal.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut 

dengan melakukan studi benchmarking komparatif antara industri halal di 
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Indonesia dan Malaysia. Pendekatan benchmarking dipilih karena mampu 

menggali praktik unggulan (best practices) dari Malaysia yang dapat 

direkomendasikan untuk adopsi dan adaptasi di Indonesia. Secara spesifik, 

penelitian ini akan membandingkan aspek-aspek kunci seperti kerangka regulasi, 

kelembagaan sertifikasi, infrastruktur pendukung, strategi pengembangan pasar, 

serta inovasi digital dalam ekosistem halal. Hasil dari studi ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan di Indonesia untuk 

memperkuat ekosistem halal nasional dan meningkatkan daya saing di pasar 

global, sekaligus memperluas wawasan akademik dalam studi perbandingan 

kebijakan publik. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif 

dengan metode studi pustaka (library research). Data yang digunakan bersifat 

sekunder, diperoleh dari laporan resmi pemerintah, publikasi ilmiah, serta 

dokumen kebijakan terkait industri halal di Indonesia dan Malaysia. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan 

dokumentasi dari sumber-sumber kredibel seperti BPJPH, JAKIM, dan laporan 

State of the Global Islamic Economy. Analisis data dilakukan secara komparatif 

deskriptif, dengan membandingkan kedua negara berdasarkan lima aspek utama: 

regulasi, infrastruktur, strategi pengembangan, digitalisasi, serta tantangan dan 

peluang industri halal. 

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan pemanfaatan data 

terkini (lima tahun terakhir). 

 

Hasil dan Pembahasan 

1.1 Gambaran Umum Industri Halal di Indonesia dan Malaysia 

Industri halal di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perkembangan 

signifikan seiring meningkatnya kesadaran global terhadap produk halal. 

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia (lebih dari 230 juta jiwa), 

memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar. Berdasarkan data terkini, 

kontribusi sektor halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 

3,8% dengan nilai pasar sekitar USD 5,5 miliar pada tahun 2022, di mana sektor 

makanan dan minuman menjadi penyumbang utama (Nasori, Asih, et al., 2022; 

Sukri, 2021)Sektor pariwisata halal juga mulai berkembang dengan berbagai 

destinasi ramah Muslim yang dipromosikan pemerintah (Mustaqim, 2023). 

Malaysia, meskipun memiliki populasi Muslim lebih kecil, telah berhasil 

membangun industri halal yang lebih matang. Kontribusi sektor halal terhadap 

PDB Malaysia mencapai 6,4% dengan nilai pasar mencapai USD 14,5 miliar pada 

tahun 2022, didominasi oleh sektor makanan, kosmetik, dan farmasi (Lira et al., 

2024; Yakub & Zein, 2022). Malaysia juga unggul dalam pariwisata halal dengan 
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promosi aktif untuk menarik wisatawan Muslim global (Athallah et al., 2024; 

Dasangga & Ratnasari, 2022). 

Dari sisi kelembagaan, Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 sebagai otoritas 

sertifikasi halal, berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, 

BPJPH masih menghadapi tantangan kapasitas institusi dan rendahnya 

pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal (Nasori, Indrawati, et al., 2022). 

Sebaliknya, Malaysia memiliki Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang 

telah mapan sebagai otoritas tunggal sertifikasi halal dengan sistem terstruktur dan 

diakui internasional (Nurhasanah & Kamindang, 2024). Keberhasilan Malaysia 

membangun keterhubungan antar lembaga dari hulu ke hilir menjadi model 

potensial bagi Indonesia. 

 

1.2 Analisis Perbandingan Regulasi dan Sistem Sertifikasi Halal 

1.2.1 Kerangka Regulasi Halal di Indonesia 

Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di 

Indonesia memiliki sertifikat halal (Ariska et al., 2024; Nasori, Asih, et al., 2022). 

BPJPH dibentuk sebagai otoritas utama sertifikasi, sementara LPPOM MUI 

berperan dalam pemeriksaan kehalalan produk (Asmawati et al., 2024; Ma’rifat & 

Sari, 2017). Meskipun kerangka hukum telah kuat, implementasi masih 

menghadapi kendala berupa kompleksitas birokrasi dan minimnya sosialisasi 

kepada pelaku UMKM (Gunawan et al., 2021; Nasori, Asih, et al., 2022). Program 

pendampingan BPJPH perlahan meningkatkan pemahaman, namun masih 

membutuhkan waktu untuk mencapai hasil optimal (Hasanah et al., 2023; Nur & 

Istikomah, 2021). 

1.2.2 Kerangka Regulasi Halal di Malaysia 

Malaysia memiliki sistem sertifikasi halal yang lebih mapan melalui JAKIM 

sebagai lembaga pemerintah tunggal yang bertanggung jawab atas seluruh proses 

sertifikasi (Gunawan et al., 2022; Pratama, 2022). Sertifikat halal JAKIM diakui 

secara internasional, memudahkan produsen Malaysia menembus pasar global 

(Fibrianto et al., 2024; Hasan, 2014). JAKIM menerapkan kebijakan dan prosedur 

yang transparan untuk mempercepat proses sertifikasi serta menjaga integritas 

produk halal (Pratama, 2022). Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Malaysia 

menjadikan industri halal sebagai pilar ekonomi nasional. 

1.2.3 Perbandingan Sistem Regulasi: Kelebihan dan Tantangan 

Perbandingan sistem regulasi kedua negara menunjukkan perbedaan 

signifikan. Indonesia unggul dalam jumlah pelaku usaha dan potensi pasar 

domestik, namun terkendala kompleksitas birokrasi dan rendahnya literasi halal di 

kalangan UMKM (Ariska et al., 2024; Nasori, Asih, et al., 2022). Malaysia unggul 
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dalam pengakuan internasional dan efisiensi proses sertifikasi, namun menghadapi 

tantangan koordinasi antar lembaga meskipun relatif lebih terstruktur (Pratama, 

2022). Pengalaman Malaysia menunjukkan pentingnya sistem terpusat dan 

dukungan kebijakan yang konsisten untuk menciptakan kepercayaan pasar global. 

1.2.4 Dampak Regulasi terhadap Kecepatan Sertifikasi dan Kepercayaan Pasar 

Regulasi yang efektif dan transparan menjadi kunci membangun 

kepercayaan pasar. Di Indonesia, meskipun UU JPH memberikan landasan kuat, 

kompleksitas prosedur dan kurangnya sosialisasi menyebabkan proses sertifikasi 

berjalan lambat (Ariska et al., 2024; Sukri, 2021). Sebaliknya, sistem terintegrasi 

Malaysia dengan JAKIM sebagai otoritas pusat mendukung kecepatan sertifikasi 

dan meningkatkan kepercayaan global (Gunawan et al., 2020; Pratama, 2022). 

Pembelajaran bagi Indonesia adalah perlunya penyederhanaan prosedur dan 

penguatan koordinasi antar lembaga untuk mengejar ketertinggalan. 

 

1.3 Analisis Perbandingan Infrastruktur dan Ekosistem Industri Halal 

1.3.1 Infrastruktur Halal di Indonesia: Halal Industrial Park dan Halal Center 

Indonesia mengembangkan kawasan industri halal (Halal Industrial 

Park/HIP) untuk mengintegrasikan pelaku industri dalam satu kawasan, 

memfasilitasi sertifikasi, dan mendorong kolaborasi (Rusydiana et al., 2023; Susanty 

et al., 2020). Halal Center juga didirikan untuk memberikan pelatihan, konsultasi, 

dan pendampingan sertifikasi (Mohammad, 2021; SARIYAH, 2023a). Namun, 

tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas fasilitas bagi 

UMKM, serta kurangnya pengetahuan tentang regulasi halal (Susanty et al., 2020). 

Penguatan kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi prioritas 

(Rusydiana et al., 2023). 

1.3.2 Infrastruktur Halal di Malaysia: Halal Parks dan HDC 

Malaysia mengembangkan Halal Parks sebagai kawasan terintegrasi untuk 

produksi dan pengolahan produk halal, serta menarik investasi sektor halal (Hakim 

& Sugianto, 2024; Zakaria et al., 2022). Halal Industry Development Corporation 

(HDC) berperan strategis dalam perancangan kebijakan, pembinaan industri, serta 

pengembangan riset dan pemasaran produk halal Malaysia di pasar global 

(Charisma, 2022). HDC menciptakan sinergi antara pemerintah, swasta, dan 

akademisi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing produk halal (Zakaria et al., 

2022). 

1.3.3 Perbandingan Kesiapan Infrastruktur dan Dukungan Pemerintah 

Malaysia menunjukkan kemajuan lebih cepat dalam pengembangan 

infrastruktur halal berkat dukungan pemerintah yang solid dan pengaturan 

kawasan yang jelas (Hakim & Sugianto, 2024). HDC berhasil menjembatani 

kolaborasi antar lembaga, menciptakan ekosistem yang sinergis. Indonesia, 

meskipun memiliki potensi besar, masih berjuang dengan konsistensi implementasi 
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infrastruktur dan koordinasi antar lembaga seperti BPJPH dan MUI (SARIYAH, 

2023b; Susanty et al., 2020). Penguatan kerja sama antar lembaga dan peningkatan 

dukungan pemerintah menjadi kunci bagi Indonesia untuk membangun ekosistem 

halal yang lebih solid. 

 

1.4 Analisis Perbandingan Strategi Pengembangan dan Branding Global 

1.4.1 Strategi Branding Halal Indonesia 

Indonesia berupaya membangun branding halal nasional melalui pendirian 

kawasan industri halal dan Halal Center, serta promosi pariwisata halal (Mustaqim, 

2023; Slamet et al., 2022). Pemerintah menargetkan Indonesia sebagai pusat halal 

dunia dengan memperkuat regulasi dan jaminan kualitas produk halal (Qoni’ah, 

2022; Riani et al., 2023). Namun, upaya ini masih terkendala pemahaman pelaku 

usaha tentang sertifikasi dan konsistensi kualitas produk. 

1.4.2 Strategi Branding Halal Malaysia 

Malaysia mengimplementasikan strategi promosi global melalui ajang 

internasional seperti World Halal Summit dan Halal Showcase yang 

mempertemukan pelaku industri global (Zakaria et al., 2022). HDC mendukung 

pelatihan SDM dan pengembangan kapasitas produksi untuk mengoptimalkan 

rantai pasok halal (Aziz & Moniruzzaman, 2022; Zakaria et al., 2022). Kolaborasi 

antar lembaga dan dengan pelaku industri memperkuat posisi Malaysia di pasar 

global (Zakaria et al., 2022). 

1.4.3 Perbandingan Efektivitas Branding dan Dampaknya terhadap Ekspor 

Malaysia unggul dengan sistem promosi terintegrasi dan terstruktur yang 

didukung regulasi jelas, sehingga produk halalnya mampu menembus pasar global 

lebih baik (Zakaria et al., 2022). Indonesia memiliki potensi besar namun masih 

menghadapi tantangan implementasi dan pemahaman sertifikasi yang 

menghambat peningkatan ekspor (Qoni’ah, 2022). Untuk mengejar ketertinggalan, 

Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan 

kolaborasi antar lembaga, dan memastikan kapasitas pelaku usaha memenuhi 

standar internasional (Slamet et al., 2022b; Zakaria et al., 2022). 

 

1.5 Sintesis Tantangan dan Peluang Pengembangan Industri Halal 

1.5.1 Tantangan Umum yang Dihadapi Kedua Negara 

Industri halal di Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan serupa 

namun dengan intensitas berbeda: 

• Birokrasi dan Proses Sertifikasi: Indonesia masih bergulat dengan 

kompleksitas birokrasi dan kebingungan pelaku UMKM (Jakiyudin & Fedro, 

2022; Rangkuty, 2021). Malaysia relatif lebih efisien dengan sistem terpusat 

JAKIM. 
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• Literasi Halal: Indonesia menghadapi rendahnya pemahaman pelaku usaha 

tentang prinsip dan praktik halal (Akim et al., 2019; Fitri & Rustam, 2024). 

Malaysia telah lebih maju dalam edukasi dan pelatihan. 

• Harmonisasi Standar Internasional: Kedua negara menghadapi tantangan 

perbedaan regulasi antarnegara yang mempersulit penetrasi pasar global 

(Fatonah et al., 2023; Zailani et al., 2017). Malaysia lebih unggul dalam 

pengakuan internasional berkat sistem JAKIM. 

1.5.2 Peluang Kolaborasi dan Pengembangan 

Terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan kedua negara: 

• Kolaborasi ASEAN Halal Ecosystem: Pengembangan ekosistem halal 

terintegrasi di ASEAN dapat meningkatkan daya saing produk regional dan 

menciptakan standar yang lebih konsisten (Soleha, 2023). 

• Pertumbuhan Pasar Global: Permintaan produk halal meningkat tidak hanya 

di kalangan Muslim tetapi juga non-Muslim yang peduli kualitas dan 

kebersihan produk (Akim et al., 2019; Asri & Ilyas, 2022). 

• Inovasi dan Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi digital untuk sertifikasi, 

pemasaran, dan manajemen rantai pasok halal membuka peluang efisiensi 

dan perluasan pasar. 

• Dukungan Pemerintah: Penguatan regulasi dan fasilitasi sertifikasi di kedua 

negara berpotensi meningkatkan kapasitas industri halal secara signifikan 

(Fithriana & Kusuma, 2019; Rangkuty, 2021). 

Perbandingan ekosistem industri halal antara Indonesia dan Malaysia 

menunjukkan bahwa kedua negara memiliki potensi besar sebagai pemain utama 

dalam ekonomi halal global, namun masing-masing berada pada tingkat 

kematangan yang berbeda. Indonesia memiliki keunggulan pada aspek jumlah 

penduduk Muslim terbesar, pasar domestik yang luas, serta keberagaman sektor 

industri halal yang terus berkembang. Namun, implementasi sertifikasi halal, 

pemahaman pelaku UMKM, dan konsistensi standar masih menjadi tantangan 

utama. Sementara itu, Malaysia berhasil unggul dalam hal sistem sertifikasi yang 

terintegrasi, pengakuan global JAKIM, serta infrastruktur halal yang matang 

melalui Halal Parks dan dukungan kuat Halal Industry Development Corporation 

(HDC). 

Kedua negara sama-sama menunjukkan pertumbuhan signifikan pada 

sektor makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata halal. Namun, Malaysia lebih 

dulu mengembangkan ekosistem yang terstruktur, mulai dari regulasi, kawasan 

industri, inovasi produk, hingga strategi branding global. Pengalaman Malaysia 

menjadi rujukan penting bagi Indonesia untuk memperkuat koordinasi antar 

lembaga, meningkatkan literasi halal, mempercepat proses sertifikasi, serta 

membangun infrastruktur halal yang lebih terintegrasi dan berorientasi ekspor. 
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Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi regional, 

harmonisasi standar, pemanfaatan digitalisasi, dan penguatan kapasitas UMKM 

merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem halal yang lebih efektif, inklusif, 

dan berkelanjutan bagi kedua negara di masa depan. 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis komparatif mengenai kerangka operasional industri 

halal di Indonesia dan Malaysia, beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada 

para pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia perlu menyederhanakan 

birokrasi sertifikasi halal melalui digitalisasi dan integrasi sistem, disertai 

peningkatan literasi halal bagi UMKM melalui edukasi dan pendampingan yang 

berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi riset dengan perguruan tinggi perlu diperkuat 

untuk mendorong inovasi produk halal yang berdaya saing global. Sementara itu, 

Pemerintah Malaysia disarankan untuk memperluas diversifikasi produk halal ke 

sektor-sektor nonpangan dan meningkatkan harmonisasi standar dengan negara-

negara ASEAN. Lembaga sertifikasi di kedua negara juga perlu memperkuat kerja 

sama dalam penyelarasan standar, mekanisme audit, serta pengakuan sertifikat 

guna mempermudah mobilitas produk halal di kawasan. Bagi pelaku industri, 

peningkatan kualitas produk melalui inovasi dan pemahaman mendalam terhadap 

proses sertifikasi menjadi hal yang penting untuk menjaga kepatuhan syariah. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau 

mixed methods agar dapat memberikan gambaran empiris yang lebih 

komprehensif, serta mempertimbangkan analisis kerja sama multilateral untuk 

memetakan potensi pengembangan ASEAN Halal Hub secara lebih luas. 
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